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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Simpulan   

1. Peran Badan Pertanahan Nasional dalam melaksanakan pendaftaran tanah 

seringkali memdapatkan masalah, makin banyaknya perkara sengketa 

tanah disebabkan pula karena masih kurangnya kesadaran ataupun 

pemahaman masyarakat akan undang-undang dan peraturan hukum 

lainnya dibidang pertanahan, kurang adanya koordinasi antar instansi 

yang terkait dengan masalah tanah tersebut bahkan sering tidak ada 

persepsi yang sama mengenai pengertian-pengertian yang terkandung 

dalam peraturan-peraturan pertanahan. Agar dapat menjamin dan 

memberikan kepastian hukum Badan Pertanahan Nasional harus 

menjalankan tugasnya dengan efektif agar tidak menimbulkan 

ketidakjelasan. 

2. Dampak hukum dari penerbitan sertipikat yang kekurangan data yuridis  

adalah pembatalan sertifikat atas dasar cacat hukum administratif dan 

Melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 105 PMNA/ Kepala BPN Nomor 9 tahun 

1999 pembatalan hak atas tanah dilakukan dengan keputusan Kepala 

Badan Pertanahan Nasional atau melimpahkan kepada Kantor Wilayah 

atau pejabat yang ditunjuk. Jadi pada prinsipnya hak atas tanah hanya 

dapat dibatalkan dengan surat keputusan pembatalan yang kewenangan 
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penerbitannya sesuai dengan pelimpahan wewenang yang diatur dalam 

PMNA/ Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999. 

5.2  Saran 

1. Bagi Pemerintah 

a. Diharapkan agar pemerintah dapat menambahkan anggaran dana 

BPN, agar tidak dapat menghambat proses pelaksanaan pendaftaran 

tanah. 

b. Diharapkan Pegawai BPN dapat ditambahkan agar pelaksanaan 

pendaftaran tanah dapat berlangsung secara efisien. 

2. Bagi Badan Pertanahan Nasional 

Perlu ditingkatkan ketelitian dalam melaksanakan pendaftaran tanah 

dan meningkatkan koordinasi antar PPAT. 

3. Bagi Kepala Desa 

Diharapkan agar lebih teliti dalam mendaftarkan tanah di desa agar 

tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. 
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